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Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui Iebih lanjut tentang pel aksanaan perjanjian kredit sindikasi
terutama yang berkaitan erat dengan masalah jaminan, karena jaminan merupakan salah satu faktor untuk
mempertimbangkan dapat tidaknya kredit diberikan, Kredit sindikasi sendiri merupakan salah satu bentuk
dari kerjasama pembiayaan, dimana kredit yang diberikan berasal dari beberapa bank atau lembaga
keuangan bukan bank untuk membiayai suatu proyek yang dianggap layak secara bersama. Bentuk
kerjasama pernbiayaan yang lain misalnya kredit konsorsium. Dalam perkembangannya, kredit sindikasi
dianggap lebih luwes dibandingkan dengan kredit konsorsium. Pada bank-bank pemerintah di Indonesia,
telah dikembangkan bentuk kerjasama sindikasi yang telah dimodifikasi, yang di sebut Club Deal. Kredit
sindikasi ini diadakan dengan maksud memungkinkan bank membiayai proyek besar dengan dana yang
terbatas, melakukan penyebaran resiko kredit sebesar jumlah keikutsertaan bank peserta dan mengatasi
adanya batas peminjaman yang dapat diberikan bank kepada debitur. Pada setiap akta dalam kredit sindikasi
dicantumkan seluruh nama bank peserta sindikasi, namun untuk melakukan pengelolaan kredit selanjutnya
ditunjuk agent. Dalam Kredit sindikasi memerlukan pengaturan tersendiri dalam hal pelaksanaan kredit,
penarikan dana, pelunasan kredit serta pengurusan jaminan. Dalam kredit sindikasi dikenal adanya paripassu
jaminan yaitu kesepakatan kreditur apabila debitur wanprestasi, maka hasil penjualan jaminan akan dibagi
secara pro rata kepada masing-masing kreditur tanpa memperhatikan hak preferensi dari kreditur lainnya.
Untuk mengelola jaminan, akan ditunjuk security agent, namun masing-masing kreditur tetap mempunyai
hak untuk mengawasi barang-barang yang dijaminkan. Jika kredit telah dilunasi, maka perjanjian
jaminannya berakhir. Jika terjadi keadaan wanprestasi dan semua upaya hukum telah dilalui oleh kreditur
untuk memberi peringatan atas kelalaian debitur, maka penyelesaian jaminan dilakukan melalui Badan
Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN), hal ini dilakukan sehubungan dengan kedudukan Bank "X"
tempat penulis melakukan riset adalah bank pemerintah.
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